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ABSTRAK 

 

ADE LAVENA AMELIA (B022181040). Kepastian Hukum 

Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah Pada Kawasan Permukiman Pesisir 
Pantai, dibimbing oleh Farida Patittinggi dan Kahar Lahae. 

 Penelitian ini bertujuan: 1) untuk memahami dan mendeskripsikan 
mengenai kepastian hukum terkait dengan dilaksanakannya penerbitan 
sertifikat hak atas tanah pada kawasan permukiman yang terletak di 
pesisir pantai yang di tetapkan sebagai kawasan lindung; 2) untuk 
memahami dan mendeskripsikan akibat hukum dari penetapan kawasan 
hutan lindung pada wilayah pemukiman pesisir pantai. 

 Tipe penelitian ini adalah  tipe penelitian empiris. Data dikualifikasi 
sebagai data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui 
wawancara, dan data sekunder diperoleh melalui studi literatur. Data yang 
dikumpulkan kemudian diolah dengan menggunakan pendekatan analisis 
kualitatif. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kepastian hukum terhadap 
penerbitan sertipikat hak atas tanah pada kawasan pesisir pantai yang 
ditetapkan sebagai kawasan lindung bahwa sertipikat adalah bukti sah 
dari pemilikan dan penguasaan tanah yang dilindungi oleh undang-
undang. Karena bentuk jaminan hukum yang diberikan oleh pemerintah 
mengenai hak atas tanah tersebut maka pemerintah memberi surat tanda 
bukti hak yang bernama sertipikat serta diberlakukan sebagai alat bukti 
yang sangat kuat. Sehingga keterangan kepemilikan yang tercantum di 
dalamnya memiliki kekuatan hukum dan harus diterima oleh semua pihak, 
baik itu pejabat pemerintah, instansi pemerintah, penegak hukum maupun 
hakim sebagai keterangan yang benar selama tidak adanya alat 
pembuktian lain yang dapat membuktikan lain. 2) Akibat hukum dari 
penerbitan sertipikat hak atas tanah pada kawasan pesisir pantai yang 
ditetapkan sebagai kawasan lindung bahwa penerbitan Sertipikat Hak 
Milik  tersebut walaupun dilakukan di lokasi yang berstatus kawasan 
lindung tetapi selama pemberian hak atas tanah kepada  masyarakat suku 
Bajo sebagai pemohon  tersebut memenuhi syarat dalam pemberian hak 
dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) saat itu mempunyai kewenangan, 
maka sertipikat hak milik yang dimiliki oleh  masyarakat suku Bajo adalah 
tetap sah sebagai bukti kepemilikan atas tanah. Penerbitan Sertipikat Hak 
Milik dimaksudkan agar pemegang hak dapat dengan mudah 
membuktikan haknya. Oleh karena itu, Sertipikat Hak Milik merupakan alat 

pembuktian yang kuat. 

Kata Kunci : Kepastian Hukum, Sertifikat Hak Atas Tanah, Pesisir Pantai,    

Suku Bajo 
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ABSTRACT 

 

ADE LAVENA AMELIA (B022181040). Legal Certainty Issuing Land 

Rights Certificates in Coastal Settlement Areas, guided by Farida 
Patittinggi dan Kahar Lahae. 
 
 The purpose of this research : 1) To understand and describe 
legal certainty related to the issuance of land rights certificates in 
residential areas located on the coast which are designated as protected 
areas; 2) to understand and describe the legal consequences of the 
establishment of protected forest areas in coastal residential areas. 
 
 This type of research is an empirical research type. The data are 
qualified as primary and secondary data. Primary data obtained through 
interviews, and secondary data obtained through literature study. The 
collected data is then processed using a qualitative analysis approach. 
 
 The results showed that: 1) Legal certainty regarding the issuance 
of certificates of land rights in coastal areas designated as protected areas 
that the certificate is legal evidence of ownership and control of land 
protected by law. Due to the form of legal guarantee provided by the 
government regarding land rights, the government provides a letter of 
proof of rights called a certificate and is used as a very strong evidence. 
So that the ownership information contained in it has legal force and must 
be accepted by all parties, be it government officials, government 
agencies, law enforcers and judges as true information as long as there is 
no other evidence that can prove otherwise. 2) The legal consequence of 
the issuance of a certificate of land rights in a coastal area designated as 
a protected area is that the issuance of the certificate of ownership rights 
is carried out even though it is carried out in a location with the status of a 
protected area but as long as the granting of land rights to the Bajo tribal 
community as the applicant meets the requirements in granting rights from 
the National Land Agency (BPN) at that time it has the authority, the 
certificate of ownership of the Bajo tribe is still valid as proof of ownership 
of the land. Issuance of Certificate of Ownership is intended so that rights 
holders can easily prove their rights. Therefore, the Certificate of 
Ownership is a strong means of proof. 
 
Keywords : Legal Certainty, Land Title Certificate, Coast, Bajo Tribe 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara hukum hal ini tertuang dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, oleh karena itu segala 

sesuatu harus berlandaskan hukum. Dalam Pembukaan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) tertuang 

tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 

darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum. Kehendak 

untuk melindungi dan memajukan kesejahteraan yang dimaksud tertuang 

dalam UU NRI 1945 Pasal 33 Ayat (3), bahwa bumi, air, ruang angkasa 

dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara 

dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Kemakmuran rakyat yang dimaksud UU NRI 1945 Pasal 33 Ayat (3) 

tersebut, berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali. 

Kemakmuran rakyat dapat dicapai dengan diakuinya hak individual. Salah 

satu hak individual dalam hal ini yaitu hak atas tanah. 

Berdasarkan UU NRI 1945 Pasal 33 Ayat (3), maka diterbitkan 

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria, yang biasa disebut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Pada 

UUPA Pasal 19 Ayat (1) dijelaskan bahwa “untuk menjamin kepastian 

hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah 
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Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan 

Peraturan Pemerintah.” Dengan demikian untuk menjami kepastian hukum 

atas suatu bidang tanah, maka perlu dilakukan pendaftaran tanah. 

Ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA, menyatakan sertipikat 

tanah yang diterbitkan berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Namun 

ketentuan ini tidak dapat menjaminnya, karena dalam sistem negatif yang 

dianut UUPA senantiasa memberikan kesempatan kepada seseorang 

yang mempunyai hak yang lebih kuat untuk menggugatnya ke Pengadilan 

dengan mengemukakan bukti-bukti hak yang dimilikinya. Ini berarti 

sertipikat bisa dibatalkan, sepanjang ada pembuktian yang menyatakan 

ketidakabsahan sertipikat tanah.1  

Pendaftaran tanah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 tentang Pendaftaran tanah. Adapun yang menjadi objek 

pendaftaran tanah yaitu tanah. Dalam UUPA Pasal 4 Ayat (1) diatur 

bahwa atas dasar hal menguasai dari negara ditentukan macam-macam 

hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat dipunyai oleh 

orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta 

badan-badan hukum. Permukaan bumi yang tidak terkecuali wilayah 

Pesisir.  

Undang-Undang No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah 

Pesisir dan Pulau-Pulau kecil, yang telah dilakukan perubahan dalam 

Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

                                                             
1 Adrian Sutedi, 2012, Sertifikat Hak Atas Tanah, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 7 
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Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan 

Pulau-Pulau Kecil. Berdasarkan Undang-undang tersebut tidak 

dimungkinkan untuk diterbitkannya Hak Atas Tanah di wilayah pesisir. 

Namun, menimbang Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki 

wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, beserta segenap potensi sumber 

daya di dalamnya yang memiliki nilai strategis sehingga perlu dijaga, 

dikelola, dan dilestarikan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 

Selain itu melihat bahwa pada wilayah pesisir dan pulau-pulau 

kecil, telah terdapat berbagai penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan 

pemanfaatan tanah, yang tumbuh berkembang dengan berlandaskan 

pada adat istiadat dan kearifan lokal, serta kebutuhan pembangunan yang 

perlu ditata, sehingga diterbitkanlah Peraturan Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 

tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil (Permen ATR/BPN No. 17 Tahun 2016), yang mengakomodir 

dimungkinkan adanya pensertipikatan di Wilayah pesisir dengan 

ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 bahwa: 

1. Pemberian Hak Atas Tanah di Wilayah Pesisir dilakukan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2. Selain syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan 
mengenai pemberian Hak Atas Tanah, pemberian Hak Atas 
Tanah di Wilayah Pesisir juga harus memenuhi syarat : 
a. Peruntukannya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah 

provinsi/kabupaten/kota, atau rencana zonasi Wilayah 
Pesisir; 

b. Mendapat rekomendasi dari pemerintah 
provinsi/kabupaten/kota dalam hal belum diatur mengenai 
peruntukan tanah dalam RTRW; dan 
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c. Memenuhi ketentuan perizinan dari instansi terkait.  
3. Terhadap anggota dan/atau Masyarakat Hukum Adat yang telah 

tinggal dan menetap di Wilayah Pesisir secara turun-temurun, 
dapat diberikan Hak Atas Tanah tanpa harus memenuhi syarat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

4. Tata cara penetapan Masyarakat Hukum Adat, Hak Atas Tanah 
dan Pendaftarannya dilakukan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 

2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Tahun 2021 

– 2032 dalam Pasal 30 ayat (1) bahwa, Kawasan lindung sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) terdiri atas: a. Kawasan yang 

memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya ; b. Kawasan 

perlindungan setempat; c. Kawasan suaka alam, kawasan pelestarian 

alam dan kawasan cagar budaya; d. Kawasan rawan bencana alam; e. 

Kawasan lindung geologi; dan f. Kawasan lindung lainnya. Selanjutnya, 

dalam Pasal 32 ayat (1) mengatur bahwa, Kawasan perlindungan 

setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, terdiri atas: a. 

kawasan sempadan pantai; b. kawasan sempadan sungai; c. kawasan 

sekitar mata air; dan d. ruang terbuka hijau kawasan perkotaan. Ayat (2) 

mengatur bahwa, Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a ditetapkan di kawasan pesisir pantai Kabupaten 

Bone di Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kecamatan Cenrana, 

Kecamatan Tellusiattingnge, Kecamatan Awangpone, Kecamatan 

Barebbo, Kecamatan Sibulue, Kecamatan Mare, Kecamatan Tonra, 

Kecamatan Salomekko dan Kecamatan Kajuara, dengan ketentuan: a. 

daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) 
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meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; atau b. daratan 

sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau 

terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai. 

Sehingga, dilarang untuk menerbitkan sertipikat pada kawasan 

perlindungan setempat dalam penjelasan Pasal tersebut di atas, jika pada 

kawasan perlindungan setempat diterbitkan sebuah sertipikat maka 

keabsahannya tentu dipertanyakan. Seperti yang terjadi di Permukiman 

Suku Bajo di Kelurahan Bajoe, Kec. Tanete Riattang Timur, Kabupaten 

Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, dimana di lokasi tersebut telah terbit 

sertipikat Hak Atas Tanah sejak sekitar tahun 2015, di wilayah tersebut 

yang merupakan kawasan perlindungan setempat. Penerbitan Sertipikat 

yang dimaksud merupakan bantuan dari Kementerian Kelautan dan 

Perikanan khusus untuk masyarakat nelayan, di wadahi oleh Dinas 

Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone, bekerja sama dengan Badan 

Pertanahan kabupaten Bone. Dimana wilayah permukiman Masyarakat 

Suku bajo saat itu merupakan Kawasan Perlindungan Setempat, dibawah 

kewenangan Dinas Kehutanan. Sehingga segala bentuk perbuatan hukum 

di wilayah tersebut harus atas izin dari dinas Kehutanan. 

Pensertipikatan ini di benarkan oleh Istri dari kepala Lingkungan 

Bajo yang mengatakan bahwa memang benar telah ada pensertipikatan 

gratis dari pemerintah sekitar 5 (lima) tahun lalu, dan beberapa 

tetangganya telah mendapatkan sertipikat tersebut.2 

                                                             
2 Wawancara dengan Ibu Kepala Lingkungan Kampung Bajo pada Tanggal 20 
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Menurut Sudirman selaku Polisi Hutan yang bertugas untuk 

melakukan pengawasan di wilayah kelurahan bajoe, menyatakan bahwa 

memang benar ada sertipikat terbit di wilayah bajoe. Namun tidak pernah 

ada pemberitahuan dari masyarakat maupun dari instansi terkait dalam 

pensertipikatan yang dilakukan tersebut. Lebih lanjut beliau menjelaskan 

bahwa memang benar dahulu wilayah bajoe berada dibawah kewenangan 

Kehutanan, sehingga segala      bentuk aktifitas   di wilayah tersebut, 

seharusnya dilaporkan kepada dinas kehutanan. terkait adanya 

pensertipikatan di wilayah kampung bajo tersebut, dari dinas Kehutanan 

baru mengetahui setelah terbitnya 

SK.362/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2019, yang mengubah fungsi 

sebagian besar wilayah Bajoe dari Kawasan Hutan Lindung, menjadi Area 

Penggunaan Lain, karena SK tersebut merupakan SK bersama sehingga 

harus ada koordinasi dari pertanahan ke Dinas Kehutanan terkait 

sertipikat yang hendak diterbitkan.3  

Saat ini jika ada wilayah di kawasan perlindungan setempat yang 

hendak disertipikatkan, dari badan Pertanahan mewajibkan adanya 

rekomendasi dari instansi terkait. Menurut Sudirman bahwa Adapun 

pensertipikatan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan sebelum terbitnya 

SK 362 di kelurahan Bajoe, juga tidak diketahui oleh Badan Pertanahan 

bahwa wilayah tersebut merupakan Kawasan Lindung dibawah 

                                                                                                                                                                       
Mei 2022 

3 Wawancara dengan Polisi Hutan Dinas Kehutanan Kabupaten Bone Sudirman 
Pada Tanggal 20 Mei 2022 
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kewenangan Dinas Kehutanan.4 Setiap kawasan perlindungan setempat 

yang tentunya dilindungi oleh Undang-Undang dan dalam pengawasan 

Instansi terkait. 

Berdasarkan masalah tersebut menimbulkan pertanyaan terkait 

kepastian hukum dari sertipikat yang terlanjur telah diterbitkan ketika 

wilayah permukiman Bajoe tersebut masih berstatus sebagai Kawasan 

Perlindungan Setempat. Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk mengkaji 

mengenai Kepastian Hukum Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah 

pada Kawasan Permukiman Pesisir Pantai. Pengkajian ini didasarkan 

pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku, juga di dasarkan kajian 

yuridis empiris untuk mengetahui kepastian hukum dari penerbitan 

sertipikat masyarakat suku Bajo yang dulunya merupakan Kawasan 

Perlindungan Setempat di wilayah Bajoe.  

B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana kepastian hukum terhadap penerbitan sertifikat hak 

atas tanah pada kawasan pesisir pantai yang di tetapkan 

sebagai kawasan perlindungan setempat?  

2. Bagaimana akibat hukum dari penerbitan sertifikat hak atas 

tanah pada kawasan pesisir pantai yang di tetapkan sebagai 

kawasan perlindungan setempat? 

 

 

                                                             
4 Ibid. 



8 
 

C. Tujuan Penelitian  

1. Untuk memahami dan mendeskripsikan mengenai kepastian 

hukum terkait dengan dilaksanakannya penerbitan sertifikat hak 

atas tanah pada kawasan permukiman yang terletak di pesisir 

pantai yang di tetapkan sebagai kawasan perlindungan 

setempat;  

2. Untuk memahami dan mendeskripsikan akibat hukum dari 

penetapan kawasan perlindungan setempat pada wilayah 

pemukiman pesisir pantai. 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa 

tambahan ilmu pengetahuan berupa penerbitan sertifikat       

hak atas tanah pada kawasan permukiman khususnya 

pemukiman yang terletak di pesisir pantai yang di tetapkan 

sebagai kawasan perlindungan setempat serta mengenai 

penetapan kawasan perlindungan setempat pada wilayah 

pemukiman masyarakat yang terletak di wilayah pesisir pantai.  

2. Manfaat Praktis  

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kepastian 

hukum terhadap masyarakat secara umum terkait penerbitan 

sertifikat hak atas tanah pada kawasan permukiman yang 

terletak di pesisir pantai yang di tetapkan sebagai kawasan 
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perlindungan setempat;  

b. Penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan kepada 

Pemerintah terkai implikasi yuridis dilakukannya penetapan 

kawasan perlindungan setempat pada pemukiman pesisir 

pantai.  

E. Orisinalitas Penulisan  

1. Jurnal. Penguasaan Tanah Pantai dan Wilayah Pesisir di 

Indonesia. Penelitian ini dilakukan oleh Muhammad Ilham 

Arisaputra, yang diterbitkan oleh Perspektif Hukum pada 

Volume 15 Nomor 1 tahun 2015. Adapun rumusan masalahyang 

diangkat dalam penelitian ini adalah: 

 Bаgаimаnа status penguasaan tanah oleh masyarakat yang 

berada di wilayah pantai dan wilayah pesisir? 

Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa :  

 Kepastian hukum penerbitan sertifikat hak atas tanah pada 

kawasan permukiman pesisir pantai yang di tetapkan 

sebagai kawasan perlindungan setempat dan implikasi 

yuridis dilakukannya penetapan. 

2. Jurnal. KEPASTIAN HUKUM ATAS PENERBITAN SERTIPIKAT 

HAK PAKAI BAGI PEMILIK SEBIDANG TANAH YANG 

DIPERUNTUKKAN SEBAGAI SEMPADAN PANTAI. Penelitian 

ini dilakukan oleh Salvian Kumara, Jeremia Junior Santoso, 

Vicky Rhizaldy, dan Hansen Edbert Holsen, diterbitkan oleh 
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Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli 

Selatan pada Volume 8 Nomor 2 tahun 2020 Adapun rumusan 

masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 

1) Apakah dapat diterbitkan sertipikat atas sebidang tanah yang 

diperuntukkan sebagai sempadan pantai? 

Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa :  

1) Peraturan perundang-undangan yang berlaku memang tidak 

memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah maupun 

pejabat yang berwenang karena tidak secara tegas 

memperbolehkan atau melarang penerbitan sertipikat hak 

atas tanah yang diperuntukkan sebagai sempadan pantai. 

3. Jurnal. Perlindungan Hukum Atas Penguasaan Tanah Oleh 

Masyarakat Di Wilayah Pesisir Tanjung Balai Karimun 

Kepulauan Riau. Penelitian ini dilakukan oleh Andi Heriaksa, 

yang diterbitkan oleh Ilmu Hukum pada Volume 9 Nomor 1 

tahun 2020. Adapun rumusan masalahyang diangkat dalam 

penelitian ini adalah: 

1) Keabsahan terbitnya sertipikat hak milik atas tanah di 

wilayah pesisir Tanjung Balai Karimun?; 

2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat di 

wilayah pesisir Tanjung Balai Karimun? 

Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa :  

1) Kepastian hukum penerbitan sertifikat hak atas tanah pada 
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kawasan permukiman pesisir pantai yang di tetapkan 

sebagai kawasan perlindungan setempat dan implikasi 

yuridis dilakukannya penetapan; 

2) Perlindungan Hukum masyarakat atas penguasaan tanah di 

Wilayah Sempadan Pantai Kuda Laut Meral atas terjadinya 

sengketa tanah antara masyarakat pesisir dengan pemilik 

Sertipikat diberikan oleh Lurah Baran Timur dengan 

melakukan mediasi antara pemilik lahan dan masyarakat 

pesisir. Dalam mediasi yang dilaksanakan meminta agar 

pemilik lahan tidak menutup sepenuhnya akses jalan ke 

Pantai Kuda Laut, sehingga masyarakat bisa memanfaatkan 

kembali kawasan pantai sebagaimana peruntukan awalnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Pustaka  

1. Hak Atas Tanah  

Hаk tаnаh merupаkаn hаk penguаsааn аtаs tаnаh yаng berisikаn 

serаngkаiаn wewenаng, kewаjibаn dаn / аtаu lаrаngаn bаgi pemegаng 

hаknyа untuk berbuаt sesuаtu mengenаi tаnаh yаng menjаdi hаknyа. 

Sesuаtu yаng boleh, wаjib аtаu dilаrаng untuk diperbuаt, yаng merupаkаn 

isi hаk penguаsааn itulаh yаng menjаdi kriteriа аtаu tolаk ukur di аntаrа 

hаk-hаk penguаsааn аtаs tаnаh yаng diаtur dаlаm Hukum Tаnаh.5 

Dengаn аdаnyа hаk menguаsаi dаri Negаrа sebаgаimаnа dinyаtаkаn 

dаlаm ketentuan yang terdapat dalam Pаsаl 2 аyаt (1) UUPА, yаitu : “аtаs 

dаsаr ketentuаn Pаsаl 33 аyаt (3) UUD 1945 dаn hаl- hаl dаlаm Pаsаl 1, 

bumi, аir dаn ruаng аngkаsа, termаsuk kekаyааn аlаm yаng terkаndung 

di dаlаmnyа itu pаdа tingkаtаn yаng tertinggi dikuаsаi oleh Negаrа 

sebаgаi orgаnisаsi kekuаsааn seluruh mаsyаrаkаt”.  

Аtаs dаsаr ketentuаn tersebut, Negаrа berwenаng untuk 

menentukаn hаk-hаk аtаs tаnаh yаng dimiliki oleh dаn аtаu diberikаn 

kepаdа perseorаngаn bаdаn hukum yаng memenuhi persyаrаtаn yаng 

ditentukаn. Kewenаngаn tersebut diаtur dаlаm Pаsаl 4 аyаt (1) dаn аyаt 

(2) UUPА, yаitu аyаt (1) : “ Аtаs dаsаr hаk menguаsаi dаri Negаrа 

                                                             
5 Boedi Hаrsono, 2003, Hukum Аgrаriа Indonesiа Sejаrаh Pembentukаn Undаng-

Undаng Pokok Аgrаriа, Djаmbаtаn, Jakarta, Hal. 24 
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sebаgаi yаng dimаksud dаlаm Pаsаl 2 ditentukаn аdаnyа mаcаm-mаcаm 

hаk аtаs permukааn bumi, yаng disebut tаnаh, yаng dаpаt diberikаn 

kepаdа dаn dipunyаi oleh orаng-orаng bаik sendiri mаupun bersаmа 

dengаn orаng lаin sertа bаdаn- bаdаn hukum”. Ayаt (2) : “ Hаk-hаk аtаs 

tаnаh yаng dimаksud dаlаm аyаt (1) Pаsаl ini memberi wewenаng untuk 

mempergunаkаn tаnаh yаng bersаngkutаn demikiаn pulа tubuh bumi dаn 

аir sertа ruаng yаng аdа diаtаsnyа sekedаr diperlukаn untuk kepentingаn 

yаng lаngsung berhubungаn dengаn penggunааn tаnаh itu, dаlаm bаtаs-

bаtаs menurut undаng- undаng ini dаn perаturаn-perаturаn hukum lаin 

yаng lebih tinggi”. Berdаsаrkаn Pаsаl tersebut, mаkа Negаrа menentukаn 

hаk- hаk аtаs tаnаh sebаgаimаnа diаtur dаlаm Pаsаl 16 аyаt (1) UUPА, 

yаitu :6 Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak 

Sewa, Hak Membuka Tanah, dan Hak Memungut Hasil Hutan. Hаk-hаk 

lаin yаng tidаk termаsuk dаlаm hаk-hаk tersebut di аtаs yаng аkаn 

ditetаpkаn dengаn undаng-undаng sertа hаk-hаk yаng sifаtnyа sementаrа 

sebаgаimаnа disebut dаlаm Pаsаl 53.  

Hаk-hаk аtаs tаnаh tersebut di аtаs yаng bersifаt sementаrа diаtur 

dаlаm Pаsаl 53 аyаt (1), yаitu: “Hаk-hаk yаng bersifаtnyа sementаrа 

sebаgаi yаng dimаksud dаlаm Pаsаl 16 аyаt (1) huruf h, iаlаh Hаk Gаdаi, 

Hаk Usаhа Bаgi Hаsil, Hаk Menumpаng dаn Hаk sewа tаnаh Pertаniаn 

diаtur untuk membаtаsi sifаt-sifаtnyа yаng bertentаngаn dengаn undаng-

undаng ini dаn hаk-hаk tersebut diusаhаkаn hаpusnyа dаlаm wаktu yаng 

                                                             
6 Urip Sаntoso, 2015, Pendаftаrаn Hаk аtаs Tаnаh, Kencаnа, Jakarta, Hal. 50. 
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singkаt”. Mаcаm hаk аtаs tаnаh yаng disebutkаn dаlаm Pаsаl 16 UUPА 

dаn Pаsаl 53 UUPА dikelompokkаn menjаdi 3 (tigа) bidаng yаitu hаk аtаs 

tаnаh bersifаt tetаp, hаk аtаs tаnаh bersifаt sementаrа dаn hаk аtаs tаnаh 

yаng ditetаpkаn dаlаm undаng-undаng.7 

Pаdа penelitiаn ini berfokus mengenаi hаk аtаs tаnаh yаng bersifаt 

tetаp. Hаk Аtаs Tаnаh Bersifаt Tetаp, yаitu hаk-hаk аtаs tаnаh ini аkаn 

tetаp аdа аtаu berlаku selаmа UUPА mаsih berlаku аtаu belum dicаbut 

dengаn undаng-undаng yаng bаru.10 Hаk atas tanah yang bersifat tetap 

ini terdiri аtаs sebagai berikut:8  

a. Hаk Milik Hаk memiliki beberаpа keistimewааn, аntаrа lаin 

seperti : Jаngkа wаktunyа tаk terbаtаs (berlаngsung terus 

menerus), dаpаt diwаriskаn, terkuаt dаn terpenuh. Berdаsаrkаn 

ketentuan Pаsаl 20 UUPА Hаk Milik аdаlаh hаk turun temurun, 

terkuаt dаn terpenuh yаng dаpаt dimiliki orаng аtаs tаnаh sertа 

mempunyаi fungsi sosiаl. 

b. Hаk Gunа Usаhа (selanjutnya disebut dengan HGU) 

Berdаsаrkаn Pаsаl 28 UUPА Hаk Gunа Usаhа аdаlаh hаk 

untuk mengusаhаkаn kegiаtаn Pertаniаn (Perkebunаn, 

Peternаkаn, Perikаnаn) di аtаs tаnаh Negаrа selаmа-lаmаnyа 

25 (dua puluh lima) tаhun. Hаk ini dаpаt diаlihk аn kepаdа pihаk 

lаin, dаn hаnyа WNI аtаu Bаdаn Hukum Indonesiа sаjа yаng 

                                                             
7 Urip Sаntoso, Ibid, hal. 51. 
8 Urip Sаntoso, Ibid, hal. 51. 
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dаpаt memilikinyа. 

c. Hаk Gunа Bаngunаn (selanjutnya disebut dengan HGB) 

Berdаsаrkаn Pаsаl 30 UUPА, Hаk Gunа Bаngunаn аdаlаh hаk 

untuk mendirikаn bаngunаn diаtаs tаnаh Negаrа 

selаmаlаmаnyа 30 tаhun dаn dаpаt diperpаnjаng selаmа-

lаmаnyа 25 (dua puluh lima) 32 (tiga puluh dua) tаhun, dаpаt 

diаlijkаn kepаdа pihаk lаin dаn hаnyа WNI/ Bаdаn Hukum 

Indonesiа sаjа yаng dаpаt memilikinyа. 

d. Hаk Pаkаi Berdаsаrkаn Pаsаl 41 UUPА hаk untuk 

menggunаkаn dаn/ аtаu memungut hаsil dаri tаnаh yаng 

dikuаsаi lаngsung oleh Negаrа/tаnаh milik orаng lаin. 

e. Hаk Sewа untuk Bаngunаn аdаlаh hаk yаng memberi 

wewenаng mempergunаkаn tаnаh orаng lаin dengаn 

membаyаr pemiliknyа sejumlаh uаng sebаgаi sewаnyа. 

f. Hаk Membukа Tаnаh. 

g. Hаk Memungut Hаsil Hutаn. 

Hаk milik merupаkаn hаk аtаs tаnаh yаng turun temurun, terkuаt 

dаn terpenuh. Kаtа “terkuаt” dаn “terpenuh” tidаk berаrti bаhwа hаk milik 

itu merupаkаn hаk yаng mutlаk, tidаk dаpаt digаnggu gugаt dаn tidаk 

terbаtаs seperti hаk eigendom, аkаn tetаpi kаtа terkuаt dаn terpenuh itu 

dimаksudkаn untuk membedаkаn dengаn hаk-hаk lаinnyа, yаitu untuk 

menunjukkаn bаhwа diаntаrа hаk-hаk аtаs tаnаh mаkа hаk milik yаng 

terkuаt 26 dаn terpenuh. Menurut Boedi Hаrsono, Hаk milik аdаlаh turun 
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temurun, terkuаt dаn terpenuh yаng dаpаt dipunyаi orаng аtаs tаnаh dаn 

memberi kewenаngаn untuk menggunаkаnnyа bаgi segаlа mаcаm 

keperluаn selаmа wаktu yаng tidаk terbаtаs sepаnjаng tidаk аdа lаrаngаn 

khusus untuk itu.9 Dаri penjаbаrаn mengenai hak milik atas tanah 

tersebut di аtаs, mаkа dаpаt diketаhui sifаt hаk milik аtаs tаnаh antara lain 

sebаgаi berikut:  

a. Merupаkаn hаk yаng tekuаt, аrtinyа Hаk Milik tidаk mudаh 

hаpus dаn musnаh sertа mudаh dipertаhаnkаn terhаdаp hаk 

pihаk lаin, maka hаrus didаftаrkаn menurut PP Nomor 24 Tahun 

1997 tentang Pendaftaran Tanah.  

b. Terpenuh, sifat hak milik atas tanah ini menаndаkаn 

kewenаngаn pemegаng hаk milik itu pаling penuh dengаn 

dibаtаsi pаsаl 6 UUPА tentаng fungsi sosiаl tаnаh.  

Hаk milik аtаs tаnаh dаpаt terjаdi kаrenа 3 hаl, diantaranya yаitu :10 

Hаk milik аtаs tаnаh terjаdi menurut hukum аdаt. Hаk аtаs tаnаh yаng 

terjаdi menurut Hukum аdаt аdаlаh hаk milik terjаdinyа hаk milik ini 

melаlui pembukааn dаn lidаh tаnаh pembukааn tаnаh аdаlаh pembukааn 

hutаn yаng dilаkukаnsecаrа bersаmа-sаmа oleh mаsyаrаkаt, hukum аdаt 

yаng dipimpin oleh kepаlа аdаt, selаnjuntnyа kepаlа аdаt membаgikаn 

tаnаh tersebut kepаdа mаsyаrаkаt hukum аdаt, sedаngkаn lidаh tаnаh 

аdаlаh pertumbuhаn tаnаh ditepi sungаi, dаnаu, аtаu lаut, tаnаh yаng  

tumbuh demikiаn ini menjаdi kepunyааn orаng perorаngаn аtаu individu 

                                                             
9 Boedi Hаrsono, Op.,Cit, Hal. 292. 
10 Urip Sаntoso, Op.Cit, Hal.95. 
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yаng memiliki tаnаh yаng berbаtаsаn, kаrenа pertumbuhаn tаnаh tersebut 

sedikit bаnyаk terjаdi kаrenа usаhаnyа, mаkа dengаn sendirinyа terjаdi 

hаk milik.  

Hаk milik аtаs tаnаh terjаdi kаrenа penetаpаn pemerintаh. Hаk 

milik аtаs tаnаh yаng terjаdi disini semulа berаsаl dаri tаnаh negаrа, hаk 

milik ini terjаdi kаrenа permohonаn pemberiаn hаk milik аtаs tаnаh oleh 

pemohon dengаn memenuhi prosedur dаn persyаrаtаn yаng telаh 

ditentukаn oleh Bаndаn Pertаnаhаn Nаsionаl Republik Indonesiа 

menerbitkаn Surаt Keputusаn Pemberiаn Hаk pemberiаn surаt ini wаjib 

didаftаrkаn oleh pemohon kepаdа Kаntor Pertаnаhаn Kаbupаten/Kotа 

setempаtuntuk dicаtаtkаn dаlаm buku Tаnаh dаn diterbitkаn sertipikаt hаk 

milik sebаgаi tаndа bukti hаk. Pendаftаrаn SKPH dipergunakan menаndаi 

lаhirnyа hаk milik аtаs tаnаh. Hаk milik аtаs tаnаh terjаdi kаrenа 

ketentuаn Undаngundаng. Ketentuаn ini yаng menciptаkаnnyа sesuаi 

dengаn yаng diаtur dаlаm ketentuan Pаsаl 1,2,4 аyаt (1) ketentuаn-

ketentuаn konversi undаngundаng pokok аgrаriа. Terjаdinyа hаk milik 

аtаs tаnаh ini аtаs dаsаr ketentuаn konversi (perubаhаn) menurut 

undаng-undаng pokok аgrаriа, sejаk berlаkunyа undаng-undаng pokok 

аgrаriа pаdа tаnggаl 24 September 1960, semuа hаk аtаs tаnаh yаng аdа 

hаrus diubаh menjаdi sаlаh sаtu hаk аtаs tаnаh yаng diаtur dаlаm 

undаng-undаng pokok аgrаriаn Sаlаh sаtu kekhususаn hаk milik аdаlаh 

tidаk dibаtаsi oleh wаktu dаn 28 diberikаn untuk wаktu yаng аkаn 

dipergunаkаn (аtаu tidаk dipergunаkаn) semаtа-mаtа untuk kepentingаn 
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pribаdinyа, аpаlаgi berdampak dalam menimbulkаn kerugiаn bаgi 

mаsyаrаkаt. 

2. Hak Milik Atas Tanah 

Menurut Boedi Harsono, Hak milik adalah turun temurun, terkuat 

dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dan memberi 

kewenangan untuk menggunakannya bagi segala macam keperluan 

selama waktu yang tidak terbatas sepanjang tidak ada larangan khusus 

untuk itu.11 Kata “terkuat” dan “terpenuh” tidak berarti bahwa hak milik itu 

merupakan hak yang mutlak, tidak dapat diganggu gugat dan tidak 

terbatas seperti hak eigendom, akan tetapi kata terkuat dan terpenuh itu 

dimaksudkan untuk membedakan dengan hak-hak lainnya, yaitu untuk 

menunjukkan bahwa diantara hak-hak atas tanah maka hak milik yang 

terkuat dan terpenuh. Dari penjabaran di atas, maka dapat diketahui sifat 

yang terdapat dalam hak milik atas tanah antara lain adalah:  

a. Merupakan hak yang terkuat, artinya Hak Milik tidak mudah 

hapus dan musnah serta mudah dipertahankan terhadap hak 

pihak lain, maka harus didaftarkan menurut PP Nomor 24 Tahun 

1997 tentang pendaftaran tanah; 

b. Terpenuh, ini menandakan kewenangan pemegang hak milik itu 

paling penuh dengan dibatasi ketentuan hukum dalam pasal 6 

UUPA tentang fungsi sosial tanah. 

                                                             
11 Boedi Harsono, Op.,Cit, Hal. 292. 
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Hak milik atas tanah dapat terjadi karena, diantaranya:12 

a. Hak milik atas tanah terjadi menurut hukum adat.  

Hak atas tanah yang terjadi menurut Hukum adat adalah hak 

milik terjadinya hak milik ini melalui pembukaan dan lidah tanah 

(aanslibbing) pembukaan tanah adalah pembukaan hutan yang 

dilakukansecara bersama-sama oleh masyarakat, hukum adat 

yang dipimpin oleh kepala adat, selanjuntnya kepala adat 

membagikan tanah tersebut kepada masyarakat hukum adat, 

sedangkan lidah tanah adalah pertumbuhan tanah ditepi sungai, 

danau, atau laut, tanah yang tumbuh demikian ini menjadi 

kepunyaan orang perorangan atau individu yang memiliki tanah 

yang berbatasan, karena pertumbuhan tanah tersebut sedikit 

banyak terjadi karena usaha yang telah dilakukannya, maka 

oleh karena itu dengan sendirinya akan terjadi hak milik        

atas tanah. 

b. Hak milik atas tanah terjadi karena penetapan pemerintah. 

 Hak milik atas tanah yang terjadi disini semula berasal dari 

tanah negara, hak milik ini terjadi karena permohonan 

pemberian hak milik atas tanah oleh pemohon dengan 

memenuhi prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan oleh 

Bandan Pertanahan Nasional Republik Indonesia menerbitkan 

Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH) pemberian surat ini 

                                                             
12 Urip Santoso, Op.Cit, Hal.95. 
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wajib didaftarkan oleh pemohon kepada Kantor Pertanahan 

Kabupaten/Kota setempatuntuk dicatatkan dalam buku Tanah 

dan diterbitkan sertipikat hak milik sebagai tanda bukti hak. 

Pendaftaran SKPH menandai hak milik. 

c. Hak milik atas tanah terjadi karena Undang-undang 

Ketentuan ini yang menciptakannya sesuai dengan yang diatur 

dalam Pasal 1,2,4 ayat (1) ketentuanketentuan konversi 

undangundang pokok agraria. Terjadinya hak milik atas tanah 

ini atas dasar ketentuan konversi (perubahan) menurut undang-

undang pokok agraria, sejak berlakunya undang-undang pokok 

agraria pada tanggal 24 (dua puluh empat) September 1960 

(seribu sembilan ratus enam puluh), semua hak atas tanah yang 

ada harus diubah sebagaimana dalam UUPA. 

3. Pendaftaran Tanah  

Pаsаl 1 аyаt (9) Perаturаn Pemerintаh Nomor 24 Tаhun 1997 

menjelаskаn mengenаi pengertiаn pendаftаrаn tаnаh yаitu “Pendаftаrаn 

Tаnаh untuk pertаmа kаli аdаlаh kegiаtаn pendаftаrаn tаnаh yаng 

dilаkukаn terhаdаp obyek pendаftаrаn tаnаh yаng belum didаftаr 

berdаsаrkаn Perаturаn Pemerintаh Nomor 10 Tаhun 1961 tentаng 

Pendаftаrаn Tаnаh аtаu Perаturаn Pemerintаh ini”. Kegiаtаn pendаftаrаn 

ini dаpаt dilаkukаn dengаn menggunakan 2 (dua) cаrа, antara lain 

sebagai berikut:  

a. Pendаftаrаn Tаnаh Secаrа Sistemаtik; 
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Pendаftаrаn tаnаh secаrа sistemаtis аdаlаh kegiаtаn 

pendаftаrаn tаnаh untuk pertаmа kаli yаng dilаkukаn secаrа 

serentаk yаng meliputi semuа obyek pendаftаrаn tаnаh yаng 

belum didаftаr dаlаm wilаyаh аtаu bаgiаn wilаyаh suаtu 

desа/kelurаhаn. Pendаftаrаn Tаnаh secаrа sistemаtik 

berdаsаrkаn pаdа suаtu rencаnа kerjа dаn dillаksаnаkаn 

diwilаyаh-wilаyаh yаng ditetаpkаn oleh menteri. Kаrenа 

pendаftаrаn tаnаh secаrа sistemаtik didаsаrkаn oleh prаkаrsа 

pemerintаh, mаkа kegiаtаn tersebut didаsаrkаn pаdа suаtu 

rencаnа kerjа yаng ditetаpkаn oleh menteri;  

b. Pendаftаrаn Tаnаh Secаrа Sporаdik; 

 Pendаftаrаn tаnаh secаrа sporаdik аdаlаh kegiаtаn 

pendаftаrаn tаnаhuntuk pertаmа kаli mengenаi sаtu аtаu 

beberаpа obyek pendаftаrаn tаnаh dаlаm wilаyаh аtаu bаgiаn 

wilаyаh suаtu desа/kelurаhаn secаrа individuаl аtаu mаssаl. 

Pendаftаrаn tаnаh secаrа sporаdik dilаksаnаkаn аtаs prakarsa 

dari pihаk-pihak tertentu yаng berkepentingаn.  

Berkаitаn dengаn kаsus dаlаm penelitiаn ini, pendаftаrаn tаnаh 

dilаkukаn secаrа sporаdik yаitu kegiаtаn pendаftаrаn untuk pertаmа kаli 

dilаkukаn oleh individu kepаdа Kаntor Pertаnаhаn Kаbupаten berupа 

Surаt Keterаngаn Tаnаh. Pendаftаrаn tаnаh bertujuаn untuk memberikаn 

kepаstiаn hukum dаn perlindungаn hukum kepаdа pemegаng hаk аtаs 

suаtu bidаng tаnаh, sаtuаn rumаh susun dаn hаkhаk lаin yаng terdаftаr 
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аgаr dengаn mudаh dаpаt membuktikаn dirinyа sebаgаi pemegаng hаk 

yаng bersаngkutаn, menyediаkаn informаsi kepаdа pihаk-pihаk yаng 

berkepentingаn termаsuk Pemerintаh аgаr dengаn mudаh dаpаt 

memperoleh dаtа yаng diperlukаn dаlаm mengаdаkаn perbuаtаn hukum 

mengenаi bidаng-bidаng tаnаh dаn sаtuаn-sаtuаn rumаh susun yаng 

sudаh terdаftаr, untuk terselenggаrаnyа tertib аdministrаsi bidang 

pertаnаhаn. Pada awalnya, pndaftaran tanah yang di kenal di dunia ini 

berasal dari Mesir kuno, ketika raja fir’aun pada saat itu memerintahkan 

pegawai kerajaanya untuk mengembalikan patok-patok batas tanah 

pertanian rakyat yang hilang akibat meluapnya air sungai nil. pada 

perkembangan selanjutnya, Negara-negara di seluruh dunia 

melaksanakan pendaftaran tanah, hal ini di tandai dengan istilah 

pendaftaran tanah tersebut dalam beberapa bahasa dan pelaksanaanya 

di sesuaikan dengan tujuan tertentu. Dari segi istilah pendaftaran dari 

bahasa latin disebut capitastrum, di Jerman dan di Italia disebut catastro, 

di Perancis disebut cadaster, di Belanda dan juga di Indonesia disebut 

kadastrale, atau kadaster. Kemudian dari segi tujuan dilaksanakan 

pendaftaran tanah dalam rangka kepastian hukum, juga unutuk dalam 

rangka kepentingan penarikan pajak atau hanya untuk kegiatan 

administrasi belaka. Untuk tujuan kepastian hukum sebagai salah satu 

tujuan dibentuknya aturan hukum misalnya pendaftaran tanah yang di 

laksanakan di Australia sistem tersebut yang kemudian dikenal dengan 

torrens system. 
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Untuk kepentingan penarikan pajak, misalnya yang dilaksanakan di 

Romawi sehingga muncul istilah capitastrum tersebut, juga yang di 

laksanakan di Perancis dan Nederland atas perintah Napoleon Bonaparte 

yang disebut belasting kadaster atau fiscale kadaster. Juga ada 

pendaftaran tanah dalam rangka keperluan administrasi intern belaka 

seperti yang di selenggarakan oleh lurah/kepala desa dalam rangka tugas 

mereka menyaksikan/menguatkan pengalihan hak-hak atas tanah di 

wilayahnya yang pembukuannya tidak merupakan daftar umum. dalam 

sejarah perkembangan pendaftaran di Indonesia, pelaksanaanya tidak 

terlepas dari dinamika istilah dan tujuan pendaftaran tanah sebagaimana 

yang telah di uraikan di atas, termaksud perkembangan dari lembaga 

pelaksanaannya serta metode atau cara penyelenggaraan dari 

pendaftaran tanah yang di maksud. “Di dalam Pasal 2 Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah 

disebutkan bahwa pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas 

sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka. Yang dimaksud 

dengan asas sederhana adalah agar ketentuan-ketentuan pokoknya, 

maupun prosedurnya dengan mudah dipahami oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan, terutama pada pemegang hak atas tanah. Asas aman, 

adalah untuk menunjukkan bahwa pendaftaran tanah perlu 

diselenggarakan secara teliti dan cermat, sehingga hasilnya dapat 

memberi jaminan kepastian hukum, sesuai dengan tujuan pendaftaran 

tanah.Yang dimaksud dengan asas terjangkau, adalah memperhatikan 
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kemampuan pihak-pihak yang berkepentingan yaitu keterjangkauan pihak 

yang memerlukan khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan 

kemampuan golongan ekonomi emah.Yang dimaksud dengan asas 

mutakhir, adalah menentukan data pendaftaran tanah secara terus-

menerus dan berkesinambungan sehingga data yang tersimpan di Kantor 

Pertanahan selalu sesuai dengan keadaan nyata yang terjadi. 

Sedangkan asas terbuka adalah agar publik dapat memperoleh 

keterangan mengenai data yang benar di setiap saat, jadi merupakan 

pelaksanaan dari fungsi informasi. Namun, sayangnya hingga saat ini 

prinsip keterbukaan tersebut belum dapat dilaksanakan oleh kantor Badan 

Pertanahan Nasional, sehingga masyarakat yang hendak melakukan 

pendaftaran hak atas tanah untuk pertama kalinya masih mengalai 

berbagai kendala dalam memohon pendaftaran hak atas tanahnya.” 

Menurut Boedi Harsono, bahwa Sistem pendaftaran tanah, adalah 

mempermasalahkan tentang apa yang harus didaftar., bentuk 

penyimpanan dan. penyajian data yuridis., serta bentuk tanda buktinya. 

Terdapat dua macam sistem pendaftaran tanah yaitu, Sistem Pendaftaran 

tanah atau registration of Deeds dan Sistem Pendaftaran Hak atau 

Registration of Titles” Dalam hal Sistem pendaftaran tanah maupun sistem 

pendaftaran hak, setiap pemberian atau penciptaan hak baru, serta 

pemindahan dan pembebanannya dengan hak lain, maka harus 

dibuktikan dengan suatu akta. Dalam akta tersebut dimuat data yuridis 

tanah yang bersangkutan yaitu mengenai apa perbuatan hukumnya, 
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haknya, penerimaan haknya, dan hak apa yang dibebankan, yang 

kemudian akta didaftarkan oleh Pejabat Pendaftaran Tanah. Pada sistem 

pendaftaran akta, Pejabat Pendaftaran Tanah bersikaf pasif. Artinya, 

Pejabat Pendaftaran Tanah tidak melakukan pengujian kebenaran data 

yang disebut dalam akta yang didaftar. Jadi, di dalam sistem pendaftaran 

akta, jika terjadi perubahan, wajib dibuatkan akta sebagai bukti dari telah 

dilakukannya kegiatan pendaftaran tanah tersebut. Maka dalam sistem 

pendaftaran akta, data yuridis yang diperlukan harus dicari dalam akta 

bersangkutan. Apabila terjadi cacat hukum pada suatu akta yang dibuat 

kemudian. Sedangkan untuk memperoleh data yuridis, harus dilakukan 

dengan cara title search yang memakan waktu relatif lama, di samping 

dana yang lebih banyak, karena diperlukan campur tangan dari ahli. 

Meskipun akta tetap merupakan sumber datanya. Jadi, di dalam sistem 

pendaftaran hak terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dibuatkan 

suatu daftar isian. Pada sistem pendaftaran hak, pejabat pendaftaran 

tanah akan melakukan pengujian kebenaran data, yaitu sebelum 

dilakukan pendaftaran hak di dalam buku tanah. Jadi, pejabat pendaftaran 

tanah, dalam hal ini bersikap aktif. Bagaimanapun sistem pendaftaran 

tanah yang dilakukan, hukum melindungi kepentingan orang sebagai 

pemegang bukti hak berdasarkan data yang disajikan kegiatan 

pendaftaran tanah, yaitu dapat dilihat dari sistem publikasi dalam proses 

penyelenggaraan pendaftaran tanah. 
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Menurut Boedi Harsono, bahwa Penyelenggaraan pendaftaran 

tanah, ada dikenal dua sistem publikasi, yaitu sistem publikasi positif dan 

sistem publikasi negatif Yang dimaksud dengan sistem publikasi positif, 

yaitu sistem yang menggunakan sistem pendaftaran hak, di mana buku 

tanah sebagai bentuk penyajian data yuridis, dan sertifikat hak sebagai 

tanda bukti hak. Untuk mengikuti siapa pemegang hak, yaitu dengan 

melihat nama siapa yang terdaftar dan bukan perbuatan hukumnya. 

Sedangkan sistem publikasi negatif, adalah yang menitik beratkan pada 

sahnya perubahan hukum yang dilakukan untuk kemudian dapat 

menentukan peralihan haknya. Dalam situasi demikian, meskipun 

pendaftaran sudah dilakukan tetapi masih terbuka kemungkinan timbulnya 

gugatan jika pemegang hak yang sebenarnya dapat membuktikannya. 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaaftaran 

Tanah, menganut sistem publikasi negatif yang berunsur positif. Jadi 

sistem yang digunakan adalah bukan sistem negatif murni. Pemerintah 

sebagai penyelenggara pendaftaran tanah, harus berusaha sedapat 

mungkin untuk menyajikan data yang benar dalam buku tanah dan peta 

pendaftaran, selama tidak terdapat pembuktian yang lain, maka data yang 

terdapat dalam buku tanah dan yang ada pada pendaftaran merupakan 

data yang dianggap benar dinyatakan sah. Sistem pendaftaran tanah di 

Indonesia sekarang adalah system negatif dengan bertendensi positif. 

Artinya dengan sistem negatif yang bertendensi positif tersebut, jika pada 

keterangan-keterangan yang ada, terdapat ketidakbenaran fakta, maka 
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dapat diubah dan disesuaikan dengan keadaan sebenarnya. Ketentuan-

ketentuan hukum sebagaimana yang dijadikan sebagai dasar dalam 

dilakukannya pembaharuan hukum tanah adalah Undang-Undang Nomor 

5 tahun 1960, dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 2043. 

4. Wilayah Pesisir 

Secara umum, “Wilayah Pesisir adalah suatu wilayah peralihan 

antara daratan dan lautan. Jika ditinjau dari garis pantai maka suatu 

wilayah pesisir memiliki dua macam batas., yaitu batas yang sejajar garis 

pantai dan batas yang tegak lurus terhadap garis pantai. Untuk keperluan 

pengelolaan, penetapan batas-batas wilayah pesisir yang sejajar dengan 

garis pantai relatif mudah., misalnya batas wilayah pesisir antara. sungai 

brantas dan sungai Bengawan Solo, atau batas wilayah pesisir kabupaten 

kupang adalah antara tanjung Nasikonis. dan Pulau Sabu, dan batas 

wilayah pesisir DKI Jakarta adalah antara sungai darap disebelah barat 

dan tanjung Karawang di sebelah timur akan tetapi penetapan batas-batas 

suatu wilayah pesisir yang tegak lurus terhadap garis pantai, sejauh ini 

belum ada kesepakatan dengan kata lain, batas suatu wilayah pesisir 

berbeda dari satu negara dengan negara lain. Hal ini di sebabkan karena. 

setiap Negara memiliki karakteristik lingkungan, sumber daya dan system 

pemerintahan tersendiri” Menurut Pasal 1 Angka 1 peraturan menteri 

agrarian dan tataruang kepala Badan Pertanahan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor 27 

Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah. Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
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sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang 

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil bahwa: “Wilayah 

Pesisir adalah daerah peralihan antara. ekosistem darat dan laut yang 

dipengaruhi oleh perubahan di darat. dan laut.” Kemudian menurut 

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 tahun 2003 tentang 

Pedoman Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu: “Wilayah pesisir 

didefinisikan sebagai wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut 

yang. saling berinteraksi, dimana ke arah laut 12 (dua belas) mil dari garis 

pantai dan sepertiga dari wilayah laut untuk Kabupaten dan/atau Kota dan 

arah darat hingga batas daerah administrasi Kabupaten/ Kota. 

Seyogyanya tidak seorangpun di Indonesia yang belum pernah 

mendengar perkataan wilayah pesisir. Di manapun orang berada, baik di 

kota maupun di pelosok-pelosok desa tentu pernah melihat wilayah 

pesisir. Akan tetapi banyak dari masyarakat kita mengetahui bahwa 

wilayah pesisir hanya dari jauh dan gambaran tentang wilayah pesisir 

yang diperoleh amat tergantung pada pengetahuan masing-masing orang. 

Sampai sekarang belum ada definisi wilayah pesisir yang baku. Namun 

demikian, terdapat kesepakatan umum di dunia bahwa wilayah pesisir 

adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan. Apabila ditinjau 

dari garis pantai, maka suatu wilayah pesisir memiliki dua macam batas 

yaitu batas yang sejajar garis pantai (horizontal) dan batas yang tegak 

lurus terhadap garis pantai (vertikal). Akan tetapi, penetepan batas-batas 
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suatu wilayah pesisir yang tegak lurus terhadap garis pantai, sejauh ini 

belum ada kesepakatan. Dengan perkataan lain, batas wilayah berbeda 

dari suatu negara ke negara yang lain. Hal ini dapat dimengerti karena 

setiap negara memiliki karakteristik lingkungan, sumber daya dan sistem 

pemerintahan tersendiri. 

Menurut Soegiarto definisi wilayah pesisir yang digunakan di 

Indonesia adalah daerah pertemuan anatara darat dan laut, ke arah darat 

wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, 

yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, 

dan perembesan air asin, sedangkan ke arah wilayah pesisir mencakup 

bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi 

di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar maupun yang disebabkan 

oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan 

pencemaran. Dalam Undang-Undang Pengelolan Wilayah Pesisir 

dijelaskan bahwa definisi wilayah pesisir seperti di atas memberikan suatu 

pengertian bahwa ekosistem pesisir merupakan ekosistem yang dinamis 

dan mempunyai kekayaan habitat yang beragam di darat maupun di laut 

serta saling berinteraksi antara habitat tersebut. Selain mempunyai 

potensi yang besar, wilayah pesisir juga merupakan ekosistem yang 

paling mudah terkena dampak kegiatan manusia. Selanjutnya menurut 

Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Pesisir “Ekosistem adalah kesatuan 

komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain 
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serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, 

stabilitas, maupun produktivitas.” 

Menurut Beatley, “wilayah pesisir didefinisikan sebagai wilayah 

peralihan antara laut dan daratan, ke arah darat mencakup daerah yang 

masih terkena pengaruh percikan air laut pasang surut dan ke arah laut 

meliputi daerah paparan benua”. Sedangkan Dahuri, Rais, Ginting dan 

Sitepu7 menyatakan bahwa: Konsep wilayah pesisir dan lautan dari sudut 

pandang ilmu perancanaan pembangunan wilayah tentunya berbeda 

dengan ilmu kelautan yang berorientasi kepada aspek fisik saja. Definisi 

yang dikembangkan dari aspek fisik bukan definisi fungsional, melainkan 

definisi yang bersifat kaku dan lebih berorientasi fisik. Definisiyang 

dikembangkan juga bervariasi tergantung negaranya. Sebagai contoh 

negara Costa Rica mendefinisikan batas wilayah pesisir adalah jarak 

secara sembarang ke arah darat dari pasang surut dan batas ke arah laut 

adalah rata-rata pasang terendah atau rata-rata pasang tertinggi. 

Seringkali penggunaan istilah pantai dan pesisir tidak didefinisikan jelas 

dan pasti. Diraputra memberikan pengertian pantai sebagai daerah 

pertemuan antara air pasang tertinggi dengan daratan. Oleh karena itu, 

tanah pantai adalah tanah yang berada antara garis air surut terendah dan 

garis air pasang tertinggi, termasuk di dalamnya bagian-bagian daratan 

mulai dari garis air pasang tertinggi sampai jarak tertentu ke arah daratan, 

yang disebut sebagai sempadan pantai. Selanjutnya dalam Pasal 1 Angka 

5 Keputusan Gubernur Sulawasi Selatan Nomor 71 Tahun 2002 Tentang 
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Pedoman Pemanfaatan Dan Pendayagunaan Tanah Pantai dan Pulau 

Kecil Propinsi Sulawesi Selatan dijelaskan bahwa “Tanah Pantai adalah 

ruang yang terletak di atas dan di bawah permukaan daratan termasuk 

permukaan perairan darat dan sisi darat dari garis laut terendah. Ruang 

lingkup pengaturan Wilayah Pesisir dalam Undang-Undang Pesisir, yakni 

ruang lautan yang masih dipengaruhi oleh kegiatan di daratan dan ruang 

daratan yang masih terasa pengaruh lautnya, serta PulauPulau Kecil dan 

perairan sekitarnya yang merupakan satu kesatuan dan mempunyai. 

potensi cukup besar yang pemanfaatannya berbasis sumber daya, 

lingkungan, dan. masyarakat. Dalam implementasinya, ke arah laut 

ditetapkan sejauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai sebagaimana 

telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sedangkan ke arah daratan ditetapkan sesuai dengan batas kecamatan 

untuk kewenangan propinsi Kewenangan kabupaten/kota kearah laut 

ditetapkan sejauh sepertiga dari wilayah laut kewenangan propinsi 

sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Nomor 32 Tahun 

2004 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang. Pemerintahan 

Daerah, sedangkan ke arah daratan Ditetapkan sesuai dengan batas 

kecamatan. Menurut Hanafi, “Bahwa wilayah di definisikan sebagai suatu 

unit geografi yang dibatasi oleh kriteria tertentu yang bagian-bagiannya 

bergantung secara internal. Wilayah dibagi menjadi 4 (empat) jenis, yaitu 

sebagai berikut:  
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a. Wilayah Homogen, yang dipandang dari satu aspek/criteria 

mempunyai sifat- sifat atau ciri-ciri yang relatif sama. Sifat-sifat 

dan ciri-ciri kehomogenan itu misalnya dalam hal ekonomi 

(seperti daerah dengan struktur produksi dan konsumsi yang. 

homogen, daerah dengan tingkat pendapatan rendah/miskin 

dan lain-lain); 

b. Wilayah nodal adalah wilayah yang secara fungsional 

mempunyai ketergantungan antara pusat. Dan daerah 

belakangnya tingkat ketergantungan ini dapat dilihat dari arus 

penduduk, faktor-faktor yang dipergunakan produksi, barang 

dan jasa ataupun komunikasi dan transportasi; 

c. Wilayah Perencanaan, adalah wilayah yang memperlihatkan 

koherensi atau kesatuan keputusan-keputusan ekonomi. 

Wilayah perencanaan dapat dilihat sebagai wilayah yang cukup 

besar untuk memungkinkan terjadinya perubahan penting dalam 

dilakukannya penyebaran terhadap penduduk dan kesempatan 

bekerja; 

d. Wilayah Administratif, adalah wilayah yang batasbatasnya 

ditentukan berdasarkan kepentingan administrasi pemerintahan 

atau politik, seperti provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan 

dan/atau desa dan RT/RW. 

Menurut Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 yang telah di 

ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tersebut, BPN 
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bertugas membantu Presiden dalam mengelola dan mengembangkan 

administrasi pertanahan, baik berdasarkan Undang-Undang Pokok 

Agraria (UUPA) maupun berdasarkan peraturan Perundang-Undangan 

lain yang meliputi, pengaturan, penggunaan, penguasaan, dan pemilikan 

tanah, pengurusan hakhak tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah, 

serta lain-lain yang berkaitan dengan masalah pertanahan berdasarkan 

kebijakan presiden. Badan Pertanahan Nasional Atau disingkat BPN yang 

diatur oleh Peraturan Presiden (PP) Nomor 10 Tahun 2006 Tentang 

Badan Pertanahan Nasional. Secara garis besar Badan Pertanahan 

Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada 

dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Pasal 1 ayat (1) 

Perpres Nomor 10 tahun 2006. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 2 

Perpres No. 10 tahun 2006 dinyatakan bahwa Badan Pertanahan 

Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas. pemerintah di bidang 

pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. Dengan adanya 

ketentuan peraturan pemerintah ini, maka secara jelas Badan Pertanahan 

Nasional mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pertanahan 

baik secara nasional maupun dalam lingkup daerah. 

5. Pemukiman di Wilayah Pesisir 

Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar 

kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan, 

yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian 

dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. 
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Penyelenggaraan kawasan pemukiman dilakukan untuk mewujudkan 

wilayah yang berfungsi sebagai lingkungan hunian, dan tempat kegiatan 

yang mendukung perikehidupan dan penghidupan yang terencana, 

menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata 

ruang. Penyelanggaraan kawasan permukiman bertujuan untuk 

memenuhi hak Warga Negara atas tempat tinggal yang layak dalam 

lingkungan yang sehat, aman, serasi., dan teratur serta menjamin 

kepastian bermukim. Penyelenggaraan kawasan permukiman wajib 

dilaksanakan sesuai dengan arahan Pengembangan kawasan 

permukiman yang terpadu dan Berkelanjutan. Arahan pengembangan 

kawasan permukiman meliputi Hubungan antar kawasan fungsional 

sebagai bagian lingkungan hidup di luar kawasan lindung, Berkaitan 

lingkungan hunian perkotaan dengan lingkungan hunian pedesaan, 

Keterkaitan antara pengembangan lingkungan hunian perkotaan, dan 

pengembangan kawasan perkotaan, Keterkaitan antara pengembangan 

lingkungan hunian pedesaan, dan pengembangan kawasan pedesaan, 

Keserasian tata kehidupan manusia dengan lingkungan hidup, dan 

Keserasian yang dapat terjadi di antara kepentingan publik dan 

kepentingan dari setiap orang. 

6. Tata Ruang 

Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bone 

Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

Bone Tahun 2012 – 2032 bahwa, rencana pola ruang wilayah Kabupaten 
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Bone ditetapkan dengan tujuan mengoptimalkan pemanfaatan ruang 

sesuai dengan peruntukannya sebagai kawasan lindung dan kawassan 

budidaya berdasarkan daya dukung dan daya tamping lingkungan. Pasal 

30 ayat (1) Perda Nomor 2 tahun 2013 mengatur bahwa, kawasan lindung 

terdiri atas beberapa bagian yakni, kawasan yang memberikan 

perlindungan terhadap kawasan bawahannya; kawasan perlindungan 

setempat; kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan kawasan 

cagar budaya; kawasan rawan bencana alam; kawasan lindung geologi; 

dan kawasan lindung lainnya. 

Kawasan perlindungan setempat yang dimaksud pada Pasal 30 

ayat (1) di atas yakni, kawasan sempadan pantai; kawasan sempadan 

sungai; kawasan sekitar mata air; dan ruang terbuka hijau kawasan 

perkotaan. Kawasan sempadan pantai ditetapkan di kawasan pesisir 

pantai Kabupaten Bone di Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kecamatan 

Cenrana, Kecamatan Tellusiattingnge, Kecamatan Awangpone, 

Kecamatan Barebbo, Kecamatan Sibulue, Kecamatan Mare, Kecamatan 

Tonra, Kecamatan Salomekko, dan Kecamatan Kajuara dengan ketentuan 

yakni, daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 

(serratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat atau 

daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya 

curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi 

fisik pantai. 
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Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas 

Sempadan Pantai yakni, Pasal 1 angka 2 mengatur bahwa, sempadan 

pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai, yang lebarnya 

proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 

(serratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Pasal 31 ayat (1) 

UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan 

Pulau-Pulau Kecil mengatur bahwa, Pemerintah Daerah menetapkan 

batas Sempadan Pantai yang disesuaikan dengan karakteristik topografi, 

biofisik, hidro-oseanografi pesisir, kebutuhan ekonomi dan budaya, serta 

ketentuan lain. 

Pasal 31 ayat (2) UU Nomor 27 Tahun 2007 mengatur bahwa, 

penetapan batas Sempadan Pantai mengikuti ketentuan yakni, a. 

perlindungan terhadap gempa dan/atau tsunami; b. perlindungan pantai 

dari erosi atau abrasi; c. perlindungan sumber daya buatan di pesisir dari 

badai, banjir, dan bencana alam lainnya; d. perlindungan terhadap 

ekosistem pesisir, seperti lahan basah, mangrove, terumbu karang, 

padang lamun, gumuk pasir, estuaria, dan delta; e. pengaturan akses 

publik; serta f. pengaturan untuk saluran air dan limbah. Berdasarkan 

peraturan tersebut di atas, dapat dilihat bahwa tujuan penetapan batas 

sempadan pantai untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat. 

Pasal 4 PP Nomor 51 Tahun 2016 mengatur bahwa, penetapan batas 

sempadan pantai bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap 

kelestarian fungsi ekosistem dan segenap sumber daya di wilayah pesisir 
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dan pulau-pulau kecil, melindungi dan menjaga kehidupan masyarakat di 

wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dari ancaman bencana alam; alokasi 

ruang untuk akses publik melewati pantai, serta alokasi ruang untuk 

saluran air dan limbah. 

B. Landasan Teori 

1. Teori Kepastian Hukum 

Tujuаn hukum jugа untuk mencаpаi kepаstiаn hukum. Kepаstiаn 

hukum berkаitаn dengаn sesuаtu yаng nyаtа dаlаm kehidupаn 

mаsyаrаkаt. Kepаstiаn hukum tidаk berhubungаn dengаn sikаp bаtin 

seseorаng seperti hаlnyа keаdilаn, nаmun kepаstiаn hukum hаrus dаpаt 

memberikаn ketentrаmаn dаn keаmаnаn dengаn cаrа terlindunginyа hаk-

hаk mаsyаrаkаt. Menurut Sаtjipto Rаhаrdjo, kepаstiаn hukum memiliki 

kаrаkter sebаgаi berikut: а) adanya paksaan dari luar (sanksi) dari 

penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib 

masyarakat dengan perantaraan alat-alatnya; b) sifat undangundang yang 

berlaku bagi siapa saja.13 Untuk memberikаn jаminаn kepаstiаn hukum 

bаgi terlindunginyа hаk-hаk mаsyаrаkаt, dаn terjаminnyа keаmаnаn dаn 

ketentrаmаn mаsyаrаkаt hаrus dibentuk normа yаng dituаngkаn dаlаm 

perаturаn perundаng-undаngаn oleh pihаk yаng berwenаng. Untuk 

mempertаhаnkаn normа-normа hukum dаlаm kehidupan mаsyаrаkаt, 

mаkа normа hukum tersebut hаrus ditegаkkаn oleh otoritаs suatu negаrа. 

Penegаkаn hukum berkаitаn dengаn sikаp lаhir seseorаng dаn tidаk 

                                                             
13 Sаtjipto Rаhаrdjo, 2000, Ilmu Hukum, Citrа Аdityа Bhаkti, Bаndung, Hal. 268. 
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berhubungаn dengаn sikаp bаtin seseorаng. Penegаkаn hukum tidаk 

memperhаtikаn аpаkаh sikаp bаtin seseorаng berlаwаnаn аtаu setuju 

terhаdаp normа-normа hukum yаng аdа аtаu justru bertentаngаn dengаn 

normа-normа hukum yаng аdа. Kepаstiаn hukum tidаk memberi sаnksi 

kepаdа seseorаng yаng mempunyаi sikаp bаtin yаng buruk, аkаn tetаpi 

yаng diberikаn sаnksi аdаlаh perwujudаn dаri sikаp bаtin yаng buruk, 

аtаu menjаdikаnnyа suatu perbuаtаn yаng nyаtа аtаu konkrit. Seorang 

filosof hukum Jerman yaitu, Gustav Radbruch, mengemukakan konsep 

terkait 3 (tiga) ide yang merupakan unsur dasar hukum, yang kemudian 

oleh ahli-ahli hukum diartikan sebagai tujuan dari hukum yang meliputi 

keadilan (gerectigheid), kemanfaatan (zwechmatigheid), dan kepastian 

hukum (rechtmatigheid).14 Berdasarkan pemaparan Gustav Radbruch 

diatas dapat kita lihat dengan jelas bahwa kepastian hukum merupakan 

salah satu tujuan yang ingin dicapai dari dibentuk dan diterapkannya 

hukum dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan berbangsa 

bernegara. Kepastian hukum tersebut juga diartikan sebagai keadaan 

dimana hukum dibentuk bagi masyarakat dalam negara secara terang, 

tegas, dan tidak menimbulkan keraguan dalam pelaksanaannya. 

Kepastian hukum juga akan tercapai ketika hukum tersebut dikembangkan 

secara berkelanjutan dan taat pada asas, demikian pula pembuatan dan 

pengembangan UU harus saling berkaitan satu sama lain, menuju kearah 

persatuan yang tidak saling bertentangan. Menurut Utrecht, kepastian 

                                                             
14 Achmad Ali, 1995, Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi 

UndangUndang, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, Hal 34 
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hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu pertama, adanya aturan 

yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang 

boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum 

bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya 

aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang 

boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap seorang individu 

tertentu. Salah satu tujuan adanya atau dibentuknya hukum adalah untuk 

menciptakan kepastian hukum yang berguna untuk memberikan 

perlindungan bagi masyarakat. Dengan adanya kepastian hukum, baik 

penegak hukum maupun masyarakat dapat berpedoman pada hukum 

tersebut. Untuk dapat dimengerti dengan jelas, setiap istilah atau maksud 

dalam hukum harus dirumuskan secara terang dan tegas sehingga tidak 

adanya keraguan dalam memaknai dan memahami istilah dan kandungan 

dalam hukum tersebut. Maka, hukum harus dikembangkan secara 

berkelanjutan dan taat asas, demikian pula Undang-Undang harus saling 

kait mengkait, menuju kesatuan arah serta jangan dibuat UndangUndang 

yang bertentangan.15 Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat 

dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum 

tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi 

digunakansebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri 

disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Hukum tanpa nilai 

kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan 

                                                             
15 Marwan Mas, 1997, Pengantar Ilmu Hukum, Ghina Indonesia, Jakarta,Hal. 74. 
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sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Seorang filosof hukum 

Jerman yaitu, Gustav Radbruch, mengemukakan konsep terkait 3 (tiga) 

ide yang merupakan unsur dasar hukum, yang kemudian oleh ahli hukum 

diartikan sebagai tujuan ukum yang meliputi keadilan (gerectigheid), 

kemanfaatan (zwechmatigheid), dan kepastian hukum (rechtmatigheid).16 

Berdasarkan pemaparan Gustav Radbruch diatas dapat kita lihat 

dengan jelas bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan yang 

ingin dicapai dari dibentuk dan diterapkannya hukum dalam kehidupan 

masyarakat, dalam hal ini kehidupan berbangsa dan bernegara. Kepastian 

hukum tersebut juga diartikan sebagai keadaan dimana hukum dibentuk 

bagi masyarakat dalam negara secara terang, tegas, dan tidak 

menimbulkan keraguan dalam pelaksanaannya. Kepastian hukum juga 

akan tercapai ketika hukum tersebut dikembangkan secara berkelanjutan 

dan taat pada asas, demikian pula undang-undang harus saling berkaitan 

satu sama lain, menuju persatuan yang tidak saling bertentangan.17 

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, 

yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu 

mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan 

kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan 

pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu 

dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh 

                                                             
16 Achmad Ali, 2002, Menguak Tabir Hukum, Toko Gunung Agung, Jakarta, Hal. 

83. 
17 Ibid, Hal. 84. 
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Negara terhadap individu.18 Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran 

Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di 

dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang 

otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain 

hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain 

dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum 

itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu 

aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum 

membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan 

atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk tercapainya kepastian 

hukum.19  

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran YuridisDogmatik 

yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang 

cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, 

karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan 

aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar 

menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan 

oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum 

yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan 

bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau 

kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian. Pendapat 

                                                             
18 Riduan S, 1999, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Perseroan Terbatas 

PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 23 
19 Achmad Ali, Loc.cit., Hal. 83. 
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mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M. Otto yaitu 

kepastian hukum mensyaratkan:20  

a. Tersedia aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan 

mudah diperoleh, yang diterbitkan kekuasaan negara;  

b. Bahwa instansi pemerintahan menerapkan aturan hukum 

secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;  

c. Bahwa mayoritas dari warga masyarakat pada prinsipnya 

menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku 

terhadap aturan-aturan tersebut;  

d. Bahwa hakim-hakim yang mandiri dan tidak berpihak 

menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten 

sewaktu mereka menyelesaikan sengketa;  

e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.  

Kelima syarat yang dikemukakan Jan M. Otto tersebut 

menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi 

hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. aturan hukum yang 

mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan 

mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah 

yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (realistic legal 

certainly), yang dapat diartikan sebagai mensyaratkan adanya 

keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan 

memahami sistem hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian 

                                                             
20 Sidharta, 2006, Moralitas Profesi Hukum, Refika Aditama, Bandung, Hal. 85. 
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hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak 

menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat 

dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan 

keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Kepastian hukum 

memiliki sifat yang lebih umum, mengikat setiap orang, bersifat 

menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang 

cenderung lebih subyektif, individualistis, tidak menyamaratakan.21 

2. Teori Tanggung Jawab Hukum 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab 

adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa 

boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, 

tanggung jawab adalahsuatu keseharusan bagi seseorang untuk 

melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.22 Menurut hukum 

tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan 

seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral 

dalam melakukan suatu perbuatan.23 Sementara menurut Titik Triwulan 

pertanggung jawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang 

menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang 

lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain 

untuk memberi pertanggung jawabannya.24 Menurut hukum perdata dasar 

                                                             
21 Sudikno Mertokusumo, 2007, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, Hal. 160. 
22 Andi Hamzah, 2005, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal. 102. 
23 Soekidjo Notoatmojo, 2005, Etika dan Hukum Kesehatan, Penerbit Perseroan 

Terbatas PT. Rineka Cipta, Jakarta, Hal. 22. 
24 Titik Triwulan, 2010, Perlindungan Hukum bagi Pasien, Penerbit Perseroan 

Terbatas PT. Prestasi Pustaka, Jakarta, Hal 48. 
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pertanggung jawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan 

risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggung jawaban atas dasar 

kesalahan (lilability without based on fault) dan pertanggung jawaban 

tanpa kesalahan yang dikenal (lilability without fault) yang dikenal dengan 

tanggung jawab terhadap suatu risiko atau tanggung jawab mutlak (strick 

liabiliy).25Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan 

mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia 

melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip 

tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak 

diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab 

sebagai risiko usahanya.Abdulkadir Muhammad dalam bukunya 

menentukan teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum 

(tort liability) dibagi menjadi beberapa teori, antara lain diantaranya adalah 

sebagai berikut:26  

a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang 

dilakukan dengan sengaja (intertional tort liability), tergugat 

harus sudah melakukan perbuatan sehingga merugikan 

penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat 

mengakibatkan kerugian pihak lain; 

b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang 

dilakukan karena adanya suatu kelalaian (negligence tort 

                                                             
25 Ibid, hal. 49 
26 Abdulkadir M, 2010, Hukum Perusahaan Indonesia, Penerbit Perseroan 

Terbatas PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 503. 
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lilability), didasarkan pada konsep kesalahan (concept of fault) 

yang berkaitan denganmoral dan hukum yang sudah bercampur 

baur antara satu aturan dengan aturan yang lainnya 

(interminglend); 

c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum 

tanpa mempersoalkan kesalahan (stirck liability), didasarkan 

pada perbuatannya baik secara sengaja maupun yang 

dilakukan dengan tidak sengaja, artinya meskipun bukan 

kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang 

timbul akibat dari perbuatannya.  

Mengenai jenis dari tanggung jawab hukum, pada umumnya dapat 

dikategorikan menjadi tiga jenis tanggung jawab yaitu diantaranya sebagai 

berikut tanggung jawab pidana, tanggung jawab perdata dan tanggung 

jawab administratif. Adapun penggunaan teori pertanggung jawaban 

hukum dalam penulisan ini dilakukan guna menganalisis lebih mendalam 

terkait dengan implikasi yuridis dari dilakukannya penetapan kawasan 

hutan lindung pada wilayah pemukiman yang terletak di pesisir pantai.  

3. Teori Perlindungan Hukum  

Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber 

dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam 

menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat 

universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. 

Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah 
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cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan 

manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral. Perlindungan hukum 

harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu 

ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh 

masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat 

tersebut untuk mengatur hubungan prilaku antara anggota-anggota 

masyarakat dan antara perseoranan dengan pemerintah yang dianggap 

mewakili kepentingak masyarakat. Menurut Satijipto Raharjo, 

perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi 

manusia (selanjutnya disebut sebagai HAM) yang dirugikan orang lain dan 

perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati 

semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.27 Menurut lili rasjidi dan I.B 

Wysa Putra berpendapat bahwa hokum dapat difungsikan untuk 

mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan 

fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.28 Pendapat Sunaryati 

Hartono mengatakan bahwa hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah 

dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh 

keadilan.29 

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum 

bagi masyarakat sebagai tindakan pemerintah yang baik tindakan yang 

                                                             
27 Satijipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 53. 
28 Lili Rasjidi, 1993, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Penerbit Perseroan Terbatas 

PT. Remaja Rusdakarya, Bandung, Hal. 118. 
29 Sunaryati Hartono, 1991, Politik Hukum, Alumni, Bandung, Hal. 55. 
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bersifat preventif ataupun represif.30 Perlindungan hukum yang preventif 

bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan 

tindakan pemerintah berikap hati-hati dalam pengambilan keputusan 

berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk 

menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penangananya di lembaga 

peradilan. Patut dicatat bahwa upaya untuk mendapatkan perlindungan 

hukum tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan 

keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, 

kegunaan hukum serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam 

praktek ketiga nilai dasar bersitegang, namun harus diusahakan untuk 

ketiga nilai dasar tersebut bersamaan. Fungsi primer hukum, yakni 

melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan 

menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Di 

samping itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta sarana untuk 

mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat. Perlindungan, keadilan, dan 

kesejahteraan tersebut ditujukan pada subyek hukum yaitu pendukung 

hak dan kewajiban, tidak terkecuali kaum wanita. 

  

                                                             
30 Phillipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum, Bina Ilmu, Surabaya, Hal. 2 . 



48 
 

C. Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kepastian hukum terhadap 

penerbitan sertifikat hak atas 

tanah pada kawasan pesisir 

pantai yang di tetapkan 

sebagai kawasan lindung. 

 Pelaksanaan 

penerbitan hak atas 

tanah padakawasan 

permukiman yang 

terletak di pesisir 

pantai yang di 

tetapkan sebagai 

kawasan lindung. 

 Kepastian hukum 

terkait dengan 

dilaksanakannya 

penerbitan sertifikat 

hak atas tanah pada 

kawasan 

permukiman yang 

terletak di pesisir 

pantai yang di 

tetapkan sebagai 

kawasan lindung. 

Akibat hukum dari 

penerbitan sertifikat hak atas 

tanah pada kawasan pesisir 

pantai yang di tetapkan 

sebagai kawasan lindung. 

 Tanggung jawab 

Badan Pertanahan 

nasional terhadap 

penerbitan sertipikat 

Hak Atas Tanah di 

Kawasan Pesisir 

Pantai. 

 Perlindungan hukum 

kepada masyarakat 

atas dilakukannya 

penetapan kawasan 

hutan lindung pada 

wilayah permukiman 

yang terletak di 

pesisir pantai. 

Kepastian Hukum Penerbitan Sertifikat 

Hak Atas Tanah Pada Kawasan 

Permukiman Pesisir Pantai 

Terwujudnya Kepastian Hukum Penerbitan Sertipikat Hak Atas 

Tanah Pada Kawasan Permukiman Pesisir Pantai Berdasarkan 

Ketentuan Perundang-Undangan Yang Berlaku. 
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D. Definisi Operasional 

1.  Kepastian Hukum adalah kondisi ketika suatu peraturan 

perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena 

mengatur secara jelas dan logis. Menurut Gustav Radbruch, 

terdapat dua macam pengertian kepastian hukum, yaitu kepastian 

hukum oleh karena ketentuan peraturan-peraturan hukum, dan 

kepastian hukum dalam atau dari peraturan hukum; 

2. Hak Milik adalah hak atas tanah yang bersifat turun-menurun, 

terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai oleh seseorang atas 

sebuah tanah. Hak ini dapat beralih penguasaannya dan dialihkan 

kepada pihak yang lain berdasarkan ketentuan dalam UUPA;  

3. Perumahan adalah sekelompok rumah atau bangunan dengan 

bentuk dan jenis yang lainnya yang dibangun bersamaan sebagai 

sebuah pengembangan tunggal. Bentuknya bervariasi (berbeda) 

antara satu negara dengan negara-negara yang lainnya.  

4. Pulau-Pulau Kecil adalah pulau dengan luas (ukuran) yang lebih 

kecil atau sama dengan seluas 2.000 km2 (dua ribu kilometer 

persegi) beserta kesatuan Ekosistem yang terkandung. 

  


